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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 0061/Pdt.P/2019/PA.Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan

dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ilham Hamri Bin Muhsan, tempat dan tanggal lahir Ajan NTB, 12 April

1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Mayajaya

Kecamatan  Pamona  Selatan,  Kabupaten  Poso  sebagai

Pemohon I 

Fatimah Binti Rati, tempat dan tanggal lahir Pandajaya, 05 April  1984,

agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  Pendidikan

Sekolah  Dasar,  tempat  kediaman  di  Desa  Mayajaya

Kecamatan  Pamona  Selatan,  Kabupaten  Poso  sebagai

Pemohon II;   

;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2019

telah  mengajukan  permohonan  Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah  yang

telah  terdaftar  di  kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Poso  dengan Nomor

0061/Pdt.P/2019/PA.Pso dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 
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Bahwa  pada  tanggal  02  Februari  2002,  para  Pemohon  melangsungkan

pernikahan  menurut  agama Islam di  Desa  Mayajaya  Kecamatan  Pamona

Selatan, Kabupaten Poso;  

  Bahwa  pada  saat  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  berstatus  Jejaka  dan

Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Ayah kandung Pemohon II  bernama Rati  dan dihadiri  saksi nikah masing-

masing bernama Amanudin dan Halid dengan mas kawin berupa seperangkat

alat shalat dibayar tunai;  

  Bahwa antara para  Pemohon tidak  ada pertalian nasab,  pertalian  kerabat

semenda  dan  pertalian  sesusuan  serta  memenuhi  syarat  dan  tidak  ada

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

  Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya

suami  istri  dan  telah  dikaruniai  4  (empat)  orang  anak  masing-masing

bernama: 

   Ahmad Rifandi Bin Ilham Hamri, umur 15 Tahun;  

  Nurul Ilmi Binti Ilham Hamri, umur 12 Tahun;  

  Fina Nailatul Izzah Binti Ilham Hamri, umur 5 Tahun;  

  Fanny Nurul Dzihni Binti Ilham Hamri, umur 2 Tahun;  

 5.   Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu

gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon

tetap beragama Islam; 

6.   Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah,

karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di  Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso dengan alasan karena pada

waktu itu KUA di Kecamatan Pamona Selatan masih belum beroperasi pasca

kerusuhan sehingga pengurusannya di alihkan ke KUA Poso Kota dan Para
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Pemohon tidak mempunyai biaya yang cukup untuk pergi mengurus keperluan

tersebut; 

7.    Bahwa para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian

hukum dan mengurus kepentingan surat-surat lainnya; 

Berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

   Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;  

  Menyatakan  sah  menurut  hukum  perkawinan  antara  Pemohon  I  (Ilham

Hamri  Bin  Muhsan)  dengan  Pemohon  II  (Fatimah  Binti  Rati)  yang 

dilangsungkan  pada  tanggal  02  Februari  2002,  di  Desa  Mayajaya

Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso;  

  Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  

  SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari  dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

telah  hadir  sendiri,  dan  Majelis  Hakim  telah  memberikan  nasehat

terkait  ....................  berdasarkan  hukum  Islam,  akan  tetapi  Pemohon

menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Pemohon  telah  mengajukan

bukti-bukti  berupa:

A.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 0061/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

................belum diisi data alat bukti................

B.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

Amanudin  bin  Jumah  umur  48  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Petani,

tempat kediaman di RT 01 RW 02, Desa Mayajaya, Kecamatan Pamona

Selatan,  Kabupaten Poso di  bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut: bahwa.........................................

Halid bin Darsiah umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat

kediaman di RT 02, RW 02, Desa Mayajaya, Kecamatan Pamona Selatan,

Kabupaten Poso di  bawah sumpahnya  memberikan  keterangan sebagai

berikut: bahwa.........................................

Bahwa  Pemohon telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud  dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  permohonan Pemohon  pada  pokoknya

adalah sebagai berikut:

1. …………………………………….

………………………………………………………….;

2. …………………………………….

………………………………………………………….;

3. …………………………………….

………………………………………………………….;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  angka  …….dan  ……,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ...... orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi ……………..) bermeterai cukup

dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan  mengenai  …………..,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg

juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi ……………..) bermeterai cukup

dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan  mengenai  …………..,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg

juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi ……………..) bermeterai cukup

dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan  mengenai  …………..,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg

juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa saksi  1  Pemohon (nama saksi)  tidak  mempunyai

hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal

sehat  dan sudah disumpah,  sehingga memenuhi  syarat  formil  sebagaimana

diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Pemohon  mengenai

angka  ................  adalah  fakta  yang   dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami

sendiri    dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

karena     itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana   telah diatur dalam Pasal  171 HIR/Pasal  308 R.Bg sehingga

keterangan     saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai

hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal
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sehat  dan sudah disumpah,  sehingga memenuhi  syarat  formil  sebagaimana

diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Pemohon  mengenai

angka  ................  adalah  fakta  yang   dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami

sendiri  dan relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Pemohon,  oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  171  HIR/Pasal  308  R.Bg, sehingga

keterangan saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan dapat  diterima

sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh

fakta sebagai berikut:

1. …………………………………….

………………………………………………………….;

2. …………………………………….

………………………………………………………….;

3. …………………………………….

………………………………………………………….;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta

hukum sebagai berikut:

1. …………………………………….

………………………………………………………….;

2. …………………………………….

………………………………………………………….;

3. …………………………………….

………………………………………………………….;

Menimbang, bahwa ……………………………………………….........., oleh

karena  itu  …………………  (di  sini  hakim  menganalisa  hukum  dan

penerapannya);

Menimbang,  bahwa....................................(di  sini  satu  persatu  petitum

permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-

dalil  permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk

dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN:

1.   Mengabulkan  permohonan  para  Pemohon  ;  2.  Menyatakan  sah
perkawinan  antara  Pemohon  1  (Ilham  Hamri  Bin  Muhsan)  dengan
Pemohon  II  (Fatimah  Binti  Rati)  dengan  yang  dilaksanakan  pada
tanggal  ..........  di  Kecamatan  ..........3.  Membebankan  kepada  para
Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  hingga  kini  dihitung
sejumlah Rp121.000,- ( seratus dua puluh satu ribu rupiah ).

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis  Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Senin  tanggal  29  April  2019

Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 SyaÃ¢â‚¬â„¢ban 1440 Hijriah, oleh kami

Faiz,  S.HI.,  MH.   sebagai  Ketua  Majelis,  #hakim_anggota_1#  dan

#hakim_anggota_2#  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu

oleh  Fausiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon; 

Hakim Anggota,

#hakim_anggota_1#

Ketua Majelis,

Faiz, S.HI., MH.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

#hakim_anggota_2#
Panitera Pengganti,

Fausiah, S.Ag

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
   2.  Proses  Rp75.000,00 
  3.  Panggilan  Rp0,00 
  4.  Redaksi  Rp5.000,00 
  5.  Meterai  Rp6.000,00 

    Jumlah Rp116.000,00
    ( seratus enam belas ribu rupiah ) 
         

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 0061/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8


